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Abstrak 
 

ARIFIN, 201820251002, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Tindak 

Pidana Ketenagakerjaan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Jumlah Halaman 113, Tahun 2020. 

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 7 ayat 

(2), di samping polisi sebagai penyelidik dan penyidik, ada penyelidik dan penyidik 

lain yang disebut dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara umum mereka 

masih di bawah kepolisian. Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, 

mereka harus berkordinasi dengan kepolisian dan hasil penyelidikan atau penyidikan 

harus dilimpahkan kepada kejaksaan melalui kepolisian. Namun demikian, dalam 

beberapa Undang-undang khusus seperti Undang-undang Kepabeanan, Undang-

undang Kehutanan, dan Undang-undang Telekomunikasi memberikan kewenangan 

khusus kepada PPNS untuk melakukan peyelidikan/penyidikan kasus dan 

melimpahkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada kejaksaan secara langsung 

tanpa kordinasi dengan kepolisian.  

Kewenangan PPNS dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai Undang-

undang yang bersifat khusus masih merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana dimana setiap penyelidikan/penyidikan harus dilakukan 

dibawah koordinasi kepolisian dan melimpahkan hasil penyelidikan/penyidikan harus 

melalui kepolisian juga. Perbedaan ini menyebabkan penyelesaian perselisihan 

ketenagakerjaan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, tahapan 

penyelesaian perselisihan meliputi : 1. Penyelidikan/penyidikan PPNS, 2. 

Koordinasipenyidik Kepolisian, 3. Penuntutan oleh Jaksa, 4. Peradilan Oleh Hakim. 

Untuk mempercepat penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, kewenangan khusus 

PPNS dalam Undang-undang Ketenagakerjaan harus diberikan sebagaimana 

kewenangan khusus PPNS yang telah diatur oleh Undang-undang khusus lain tersebut 

di atas.  

Pembaharuan hukum terkait dengan PPNS ketenagakerjaan diperlukan dengan 

merevisi Undang-undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 182 ayat 

(3) dengan memberikan kewenangan secara Atribusi pada PPNS Ketenagakerjaan 

dapat berkoordinasi langsung pada Jaksa baik pada saat dimulainya penyidikan 

maupun penyerahan berkas perkara yang sudah lengkap. Faktor penghambat 

penegakan hukum pada umumnya bersumber dari faktor Normatif dan Faktor Non 

Normatif, begitu pula halnya dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan 

oleh Penyidik PPNS Ketenagakerjaan. Adapun faktor Normatif adalah KUHAP itu 

sendiri dan beberapa regulasi lain sebagai turunannya seperti Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Kepolisian, Dll. Sedangkan sumber Non Normatif  yang paling mendasar 

adalah Sumberdaya manusianya (aparatur), kemudian Sarana dan Prasarana Penegakan 

hukum. 

 

Kata Kunci: KUHAP, Penyidik PPNS, Penyidik kepolisian, Kewenangan     

Atribusi, Tindak Pidana Ketenagakerjaan. 
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Abstract 

 
ARIFIN, 201820251002, Penyidik Pegawai Negeri Sipil in enforcement of labor crime 

in  Negative Wetelijk, Number of Pages 113, 2020. 

 

 Based on the Book of Criminal Procedure Law (KUHAP) article 7 paragraph (2), 

in addition to the policy as a researcher and investigator, there are other researchers 

and investigators referred to as the Office of Civil Servants (PPNS). In general they are 

still under police. To conduct investigations and case investigations, they must 

coordinate with the police and the results of the investigation or investigation must be 

handed over to the prosecutor's office through the police. However, in some special 

Laws such as Customs Law, Forestry Law, and Telecommunication Law give special 

authority to PPNS to conduct investigations / case investigations and transfer the results 

of investigations and investigations to the prosecutor's office directly without 

coordination with the police. 

 The authority of PPNS in Employment Law as a Special Law still refers to the 

provisions in the Criminal Procedure Law Book where every investigation / 

investigation must be done under the coordination of the police and override the results 

of the investigation / investigation must be through the police as well. This difference 

causes the settlement of labor disputes requires a long time and high costs, the stages 

of dispute resolution include: 1. PPNS investigation / investigation, 2. Police 

Investigation Coordinator, 3. Prosecution by Prosecutor, 4. Judgment by Judge. To 

expedite the settlement of labor disputes, the special authority of PPNS in the 

Employment Law should be given as the special authority of PPNS which has been 

regulated by the other special Laws above. 

 Legal reforms related to the PPNS of employment are required by revising Law 

No. 13 Regarding Employment, especially article 182 paragraph (3) by giving authority 

by Attribution to PPNS Employment can coordinate directly with the Prosecutor both 

at the beginning of the investigation and the submission of a complete case file. Factors 

that hinder law enforcement are generally sourced from Normative factors and Non-

Normative Factors, as well as in the enforcement of labor crime law by PPNS 

Employment Investigators. The Normative factor is KUHAP itself and some other 

regulations as derivatives such as Government Regulations, Police Regulations, etc. 

While the most basic Non-Normative source is its human Resources (apparatus), then 

Facilities and Infrastructure Law Enforcement. 

 

Keywords: KUHAP, PPNS Investigator, Police Investigator, Attribution 

Authorization, Employment Crimes. 
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